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MOTTO

“Jangan Sepelekan hal-hal biasa, Karena semua orang besar melakukan hal-hal biasa
dengan penuh kesungguhan ...”

“Ketika kamu belum berhasil, Itu bukanlah kegagalan.

Karena kegagalan yang sesungguhnya adalah ketika kamu bersikap sombong
atas keberhasilanmu ...”

(Mario Teguh)

* Dikutip dari : Menuju Puncak Prestasi, Yogyakarta : Kanisius, 2012, him.2
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RINGKASAN

Pada tanggal 22 September 2004 dibentuk secara resmi suatu lembaga tetap
yang bertugas untuk menjamin keamanan dana nasabah dibank yaitu dengan
dikeluarkannya Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin
Simpanan. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mulai beroperasi pada tanggal 22
September 2005. Dengan adanya Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan yang
mewajibkan kepada setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik
Indonesia menjadi peserta Penjaminan (sebagaimana dituangkan dalam Pasal 8 (1)
Undang-Undang LPS), maka kewajiban menjamin simpanan nasabah yang semula
terletak pada bank (sebagaimana dituangkan dalam Pasal 37B Undang-Undang
Perbankan), namun bank tersebut dicabut izin usahanya akan beralih menjadi
kewajiban LPS dengan pembayaran premi oleh bank kepada LPS sebagai jaminan atas
simpanan nasabah yang diperalihkan itu.

Rumusan masalah yang dibahas adalah : (1) Apakah bentuk perlindungan
hukum yang diberikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terhadap kepentingan
nasabah penyimpan dana atas bank yang mengalami likuidasi ? dan (2) Apakah upaya
hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah apabila dana yang diinvestasikan di bank
yang dilikuidasi tidak dikembalikan ? Tujuan penelitian dalam penelitian ini meliputi
2 (dua) hal, yaitu : (1) Mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum yang
diberikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terhadap kepentingan nasabah
penyimpan dana atas bank yang mengalami likuidasi dan (2) Mengetahui dan
memahami upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah apabila dana yang
diinvestasikan di bank yang dilikuidasi tidak dikembalikan.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian
yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam
penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam
hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang dan
pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer,
sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini
menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Guna menarik kesimpulan dari hasil
penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa, Bentuk
perlindungan hukum yang diberikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
terhadap kepentingan nasabah penyimpan dana atas bank yang mengalami likuidasi,
bahwa dalam hubungan non-kontraktual bahwasanya hubungan antara bank dengan
nasabah didasarkan karena adanya hubungan tertulis berikut peraturan perundang-
undangan yang mengaturnya. Dengan demikian bahwa hubungan hukum antara bank
dan nasabah lahir dari suatu perikatan yang bersumber dari undang-undang, sehingga
hak dan kewajiban masing-masing pihak juga diatur dalam ketentuan undang-undang.
Salah satu kewajiban bank dalam hubungan hukum tersebut adalah kewajiban bank
untuk menjamin dana nasabah penyimpan dana sebagaimana diatur dalam ketentuan
Pasal 37 B Undang Undang Perbankan, yang mempunyai tujuan agar simpanan
nasabah dapat dikembalikan, apapun yang terjadi pada bank tersebut suatu saat, salah
satunya karena bak mengalami likuidasi. Dengan demikian pengembalian dana
nasabah penyimpan dana, merupakan hak nasabah dimana dalam hal ini bank
mempunyai kewajiban untuk menjamin dana tersebut secara baik dan aman. Hak dan
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kewajiban antara nasabah penyimpan dana dan bank tersebut difasilitasi pemerintah
melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
untuk memberikan keamanan masyarakat Indonesia dalam berinvestasi melalui
lembaga keuangan dan perbankan. Upaya hukum yang dapat dilakukan nasabah
apabila dana yang disimpan di bank terlikuidasi tidak mendapatkan jaminan adalah
dengan melakukan gugatan secara perdata. Dalam hal ini hubungan antara bank dan
nasabah adalah dalam hubungan perjanjian bahwasanya nasabah penyimpan dana
menginvestasikan uangnya dalam tabungan dan sebaliknya bank wajib untuk
menyimpan dana tersebut termasuk memberikan jaminan keamanan terhadap dana
nasabah penyimpan dana termasuk apabila bank tersebut mengalami likuidasi.

Terkait hasil pembahasan dan kesimpulan tersebut dapat penulis berikan saran
bahwa : Dalam masalah perlindungan terhadap nasabah mengenai likuidasi suatubank
telah diantisipasi olen pihak bank sendiri melalui perlindungan yang
berupa hak implisit dan hak eksplisit dimana keduanya sudah dijelaskan
diatas dan di atur oleh Undang Undang Perbankan dan juga dalam menghadapi
eraglobalisasi saat ini apalagi isu-isu yang terjadi saat ini pemerintah Indonesia
seharusnya sudah mengatasi masalh tersebut melalui sebuah wadah system yang
berupa aturan perundang-undangan sehingga para nasabah merasa terjamin dan
percaya atas sisitem perbankan nasional dan satu permasalahan lagi yaitu masalah
kerahasian bank harus diperhatikan secara serius karena dia merupakan jiwa / ruh
perbankan. Dan ada jaminan dari bank terhada para nasabah ketika bank mengalami
kesulitan untuk mengembalikan dana para nasabah ketika bank tersebut mengalami
likuid./bangkrut. Dan juga adanya prinsip keharmonisasian antara pihak bank dengan
pihak para nasabah sehingga tidak saling kecurugaan antar keduanya. Penjaminan
simpanan nasabah bank yang selama ini dilakukan melalui program penjaminan
Lembaga Penjamin Simpanan telah secara nyata dapat memelihara kepercayaan
masyarakat pada industri perbankan pasca krisis 1998. Namun, dengan adanya Krisis
keuangan global saat ini perlu dilakukan antisipasi agar tidak terjadi penarikan dana
perbankan secara besar-besaran akibat menurunnya kepercayaan masyarakat atas
jaminan keamanan uang yang disimpannya.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan di bidang ekonomi, merupakan bagian dari pembangunan
nasional, salah satu upaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur
berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dalam rangka
memelihara kesinambungan pembangunan tersebut, yang para pelakunya
meliputi baik pemerintah maupun masyarakat sebagai orang perorangan dan
badan hukum, sangat diperlukan dana dalam jumlah yang besar. Salah satu
sarana yang mempunyai peran strategis dalam pengadaan dana tersebut adalah
Perbankan. Berbagai lembaga keuangan, terutama bank konvensional, telah
membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan
memberikan pinjaman uang antara lain dalam bentuk kredit perbankan. ! Kredit
perbankan merupakan salah satu usaha bank konvensional yang telah banyak
dimanfaatkan oleh anggota masyarakat yang memerlukan dana.

Ketentuan Pasal 3 dan 4 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
menyebutkan bahwa :

Fungsi utama Perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan
penyalur dana masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanan
pembangunan nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat
banyak. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, maka bank
melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito,
tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
Dalam hal ini bank juga menyalurkan dana yang berasal dari
masyarakat dengan cara memberikan berbagai macam kredit.

Indonesia adalah negara berkembang yang terus berupaya dalam
peningkatan perekonomiannya. Kestabilan perekonomian sangat erat kaitannya
dengan kestabilan perbankan. Peran industri perbankan dalam perekonomian

! Manurung, Mandala dan Rahardja, Prathama. Uang, Perbankan, dan Ekonomi
Moneter. (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2004), him.18
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suatu negara seringkali diibaratkan sebagai peran jantung dalam sistem tubuh
manusia, karena bank mengerahkan dana masyarakat dalam bentuk simpanan
serta menyalurkannya dalam bentuk kredit dalam rangka mengerakkan
perekonomian. Untuk dapat berfungsi secara efektif, jantung perekonomian
tersebut perlu dijaga agar selalu dalam kondisi sehat, stabil, serta bertumbuh.

Peranan dunia perbankan dalam masyarakat adalah dengan
dijadikannya bank sebagai tempat untuk melakukan berbagai
transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti tempat
mengamankan uang, melakukan pinjaman dana, melakukan
investasi, pengiriman uang, melakukan pembayaran atau
melakukan penagihan. Dengan menghimpun dana dari masyarakat

dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk

kredit, telah menempatkan bank pada posisi yang strategis dalam

rangka pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi.

Dalam posisi bank sebagai penyalur dana dalam bentuk kredit

itulah bank disebut sebagai agen pembangunan. 2

Keterkaitan dan kepercayaan masyarakat kepada industri perbankan
merupakan pilar dan unsur utama yang harus dijaga dan dipelihara. Kepercayaan
ini dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan
pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah bank untuk meningkatkan
kelangsungan usaha bank secara sehat. Dengan demikian maka bagi pemerintah
dan kalangan perbankan perlu sekali untuk tetap selalu membangkitkan
pemahaman yang benar dari masyarakat terhadap industri perbankan. Hal itu
telah diatur dan merupakan satu kewajiban yang tercantum dalam Undang-
Undang Perbankan.

Kegiatan pokok bank yang menghimpun dana dari masyarakat dan
menyalurkannya kembali kepada masyarakat dengan tujuan menunjang
pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan
pertumbuhan ekonomi serta stabilitas nasional ke arah peningkatan
kesejahteraan rakyat Indonesia secara menyeluruh. Jika industri perbankan
dalam kondisi yang stabil dan baik, tentunya ini akan memberikan pengaruh

positif terhadap perekonomian suatu negara, namun jika yang terjadi adalah

% Hermansyah, Hukum perbankan Nasional Indonesia (edisi revisi), (Jakarta : Kencana
Prenada Media Group, 2005), him.126
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sebaliknya maka akan memberikan pengaruh negatif terhadap perekonomian
suatu negara bahkan meluas kepada sektor lainnya.

Keadaan ini memperlihatkan bahwa kepercayaan masyarakat
terhadap perbankan perlu diperkuat, yaitu perlu diberikan jaminan
atas dana yang disimpannya. Kepercayaan masyarakat terhadap
perbankan perlu diperkuat. Untuk itu perlu diberikan jaminan atas
dana yang disimpannya. Keberadaan suatu sistem penjaminan
simpan yang diatur secara tegas dan disusun secara lengkap dan
meningkatkan kepercayaan pada akhirnya memperkuat seluruh
sistem perbankan. Keinginan tersebut merupakan salah satu wujud
perlindungan hukum yang diberikan terhadap nasabah penyimpan
dana melalui sistem perbankan Indonesia.’

Pada ketentuan Pasal 37B ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan menyebutkan bahwa : “Untuk menjamin simpanan masyarakat pada
bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin
Simpanan”. Terkait lembaga tersebut, disebutkan bahwa :

Pada satu sisi penjaminan terbatas sangat merugikan bagi nasabah
besar, karena rata-rata dari mereka memiliki simpanan yang
jumlahnya melebihi simpanan yang dijamin oleh LPS. Di sisi lain
apabila penjaminan menyeluruh tetap diberlakukan, dikhawatirkan
pengelola bank akan melakukan tindakan yang melampaui derajat
risiko yang digariskan. Terlebih lagi melalui Arsitektur Perbankan
Indonesia (API) yang dikeluarkan oleh otorita moneter, Bank
Indonesia, dalam rangka memperkuat struktur permodalan bank di
Indonesia, menetapkan modal inti minimal bank umum pada akhir
tahun 2007 sebesar Rp. 80 miliar, dan pada 2010 jumlah bank
BUMN maupun Bank Swasta akan diciutkan menjadi sekitar 60
dari 132 bank saat ini dengan menetapkan ketentuan jumlah modal
inti yang harus dimiliki di atas Rp.100 miliar. *

Pada tanggal 22 September 2004 dibentuk secara resmi suatu lembaga
tetap yang bertugas untuk menjamin keamanan dana nasabah dibank yaitu
dengan dikeluarkannya Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mulai

beroperasi pada tanggal 22 September 2005. Dengan adanya Undang-Undang

Lembaga Penjamin Simpanan yang mewajibkan kepada setiap bank yang

® Zulkarnain Sitompul, Perlindungan Dana Nasabah Bank, (Jakarta : Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, 2002), him. 140
% Sumber internet : http://www.lps.go.id, diakses pada tanggal 6 Desember 2015
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melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia menjadi peserta
Penjaminan (sebagaimana dituangkan dalam Pasal 8 (1) Undang-Undang LPS),
maka kewajiban menjamin simpanan nasabah yang semula terletak pada bank
(sebagaimana dituangkan dalam Pasal 37B Undang-Undang Perbankan), namun
bank tersebut dicabut izin usahanya akan beralih menjadi kewajiban LPS dengan
pembayaran premi oleh bank kepada LPS sebagai jaminan atas simpanan
nasabah yang diperalihkan itu.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang LPS, nilai simpanan yang
dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak Rp. 100.000.000,00
(seratus juta rupiah), namun sejak tanggal 13 Oktober 2008 yaitu dengan
diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besaran
Nilai Simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan, nilai simpanan
yang dijamin oleh LPS menjadi Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Dengan demikian terhadap nasabah yang simpanannya melebihi Rp.
2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tidak dijamin oleh Undang Undang Nomor
24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Salah satu contoh kasus likuidasi adalah PT Bank IFIl. Bank yang
sahamnya dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai BTN, PT Pengelola
Investama Mandiri dan Grup Ramako pada tanggal 17 April 2004. Bank
Indonesia (BI) mengumumkan penutupan bank tersebut. Bank Indonesia
akhirnya melikuidasi bank itu karena tidak mampu menambah jumlah modal
hingga waktu yang telah ditetapkan, yakni 15 April 2004. Sebelum ditutup,
kecukupan modal bank tersebut anjlok di bawah 8 persen. Modal bank merosot
akibat tingginya rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) yang
mencapai 24 persen. Kasus lain, menyangkut likuidasi Bank Century yang
beberapa nasabahnya tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk
mengkaji dan mempelajari lebih dalam mengenai perlindungan hukum terhadap
dana nasabah bank terlikuidasi yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan
(LPS) dan memformulasikannya dalam bentuk penelitian proposal skripsi
dengan judul : Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana Pada

Saat Bank Mengalami Likuidasi.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat

dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1.

Apakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Lembaga Penjamin
Simpanan (LPS) terhadap kepentingan nasabah penyimpan dana atas bank
yang mengalami likuidasi ?

Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah apabila dana yang
diinvestasikan di bank yang dilikuidasi tidak dikembalikan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penyusunan skripsi ini mempunyai 2 (dua) tujuan meliputi tujuan umum

dan tujuan khusus, yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

1.

Melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat
akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Jember.

Salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang
diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi
dalam masyarakat.

Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang

berguna bagi kalangan umum, mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, sesuai dengan rumusan

masalah dalam pembahasan, adalah :

1.

Mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terhadap kepentingan nasabah
penyimpan dana atas bank yang mengalami likuidasi.

Mengetahui dan memahami upaya hukum yang dapat dilakukan oleh
nasabah apabila dana yang diinvestasikan di bank yang dilikuidasi tidak

dikembalikan.
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1.4 Metode Penelitian

Guna menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan
harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat
diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis
terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah
mengandung  kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat
dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk
memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari,
menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.
Penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-
hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama.’

Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode,
karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut
suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu
tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap
langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu
untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan.® Berikut

metode penelitian yang dipergunakan :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah
Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan
dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-
norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan
mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-
undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian
dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. ’

® Ronny Hanitijo Soemitro. Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri. (Jakarta: Rinneka
Cipta, 1988), him.10

® Johnny lbrahim. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi,
Cetakan Il, (Malang: Banyumedia Publishing, 2006), hIm.294

" Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2014), him.194
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1.4.2 Pendekatan Masalah
Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan
antara lain : (1) pendekatan perundang-undangan (statute approach), (2)
pendekatan konseptual (conceptual approach), (3) pendekatan historis
(historical approach), (4) pendekatan kasus (case approach), dan (5) pendekatan
perbandingan (comparative approach). Dengan pendekatan tersebut, penulis
mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat
dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Dalam penyusunan
skripsi ini penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu :
1. Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach)
Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan
regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu
yang dihadapi  Dalam hal ini pendekatan ini dipergunakan untuk menjawab
rumusan masalah pertama, menyangkut bentuk perlindungan hukum yang
diberikan olen Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terhadap kepentingan
nasabah penyimpan dana atas bank yang mengalami likuidasi.
2. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach)
(Conceptual Approach) yaitu suatu metode pendekatan dengan merujuk pada
prinsip-prinsip hukum, yang dapat diketemukan dalam pandangan-
pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.? Pendekatan ini
dipergunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua, menyangkut upaya
hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah apabila dana yang diinvestasikan
di bank yang dilikuidasi tidak dikembalikan.

1.4.3 Bahan Hukum
Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan
untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi

mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan

® Ibid, him.93
° Ibid, him.138
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dalam penulisan skripsi ini adalah Bahan hukum yang dipergunakan dalam

skripsi ini, meliputi bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, yaitu :

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif
artinya mempunyai otoritas. Bahan—bahan hukum primer terdiri dari perundang-
undangan, catatan—catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang
undangan dan putusan—putusan hakim. Adapun yang termasuk dalam bahan
hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan
dalam penulisan skripsi ini adalah :
a) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
b) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin
Simpanan.
c) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI1/2012 tentan Penilaian Kualitas
Aset Bank Umum.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum
yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan
hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif. *° Bahan-bahan
hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal
hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap
berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-
notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-
monograp, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil

dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum
Bahan non hukum adalah sebagai penunjang dari bahan hukum primer

dan sekunder, bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan

%Soerjono Soekanto. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. (Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 2006), him.165
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penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai

relevansi dengan topik penulisan skripsi. ™

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul
dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode
penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk
menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau
hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis
berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat
para sarjana. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan
suatu penelitian hukum, yaitu :

a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak
relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.

b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekirangnya dipandang
mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum.

c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan
bahan-bahan yang telah dikumpulkan.

d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu
hukum.

e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah
dibangun di dalam kesimpulan.*?

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu
yang bersifat preskriptif dan terapan. llmu hukum sebagai ilmu yang bersifat
preskripsi, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas
aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hokum, sebagai ilmu
terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-
rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah
tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis

maupun yang untuk kajian akademis.

1 Peter Mahmud Marzuki. Op.Cit, him.164
' Ibid, hal.171
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BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum berasal dari bahasa Arab “alganun” dan
merupakan bentuk tunggal, yang kata jamaknya adalah “alkas” yang selanjutnya
diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi “hukum”. Dalam pengertian
hukum terkandung pengertian erat dengan pengertian yang “dapat melakukan
paksaan”.*®> Hukum adalah peraturan yang memaksa, akan tetapi tidak untuk
memaksakan sesuatu pada seseorang melainkan untuk melindungi kepentingan-
kepentingan manusia. Hal ini disebabkan karena kepentingan itu kerap kali
diancam atau dilanggar oleh pihak tertentu sehingga hukum perlu
mengamankannya dan bila perlu memaksa.

Menurut R. Soeroso, “Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat
oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan
bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melanggar serta
mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang
melanggarnya”. Perlindungan hukum terdiri dari 2 (dua) suku Kkata yaitu
“perlindungan” dan ‘“hukum” artinya perlindungan hukum menurut undang-
undang yang berlaku. Perlindungan hukum merupakan sarana untuk
mewujudkan dan mempertahankan keadilan yang menjadi jiwa dan tujuan dari
hukum. **

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, artinya
adalah penyelenggaraan Negara di segala bidang harus didasarkan pada aturan
hukum yang adil dan pasti sehingga tidak didasarkan pada kepentingan ekonomi
semata. Selanjutnya dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara

Republik Indonesian Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas

13 http://mww.mediahukum.com/perlindungan-hukum.pengertian _dan _unsur __html,
diakses tanggal 6 Desember 2015
R Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), him 24
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pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama dihadapan hukum”, artinya pengakuan hukum, jaminan
hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang diberikan kepada setiap
warga Negara harus berdasarkan pada asas keadilan dan kesetaraan hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat
dikenal dengan dua bentuk, yaitu perlindungan yang bersifat
preventif dan perlindungan yang bersifat represif. Perlindungan
hukum yang bersifat represif kepada warga negara diberikan
kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya
sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang
definitif. Dengan demikian, perlindungan hukum yang bersifat
preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa,
sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang bersifat represif
bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.™

Berdasarkan pengertian dan definisi hukum itu sendiri sangatlah luas.
Terdapat banyak pendapat yang diutarakan oleh para ahli hukum terkait dengan
pengertian hukum itu sendiri. Menurut E. Utrecht sebagaimana dikutip R.
Soeroso, yaitu :

Untuk memberikan definisi tentang hukum yang lengkap
memang sulit namun menurut Utrecht perlu adanya suatu
pedoman untuk dipakai pedoman/pegangan tentang apakah
hukum itu. Pedoman yang dimaksud Utrecht, untuk dipakai
sebagai pegangan adalah : “hukum adalah himpunan petunjuk-
petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya

ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan”.*®

Perlindungan hukum sebagaimana diuraikan oleh pendapat Barda

Nawawi Arief :

Terpenuhinya hak-hak dan kewajiban seseorang, baik itu kepada
individu maupun kelompok. Perlindungan hukum tersebut,
menyangkut pula terhadap korban. Hal tersebut merupakan bagian
dari perlindungan kepada masyarakat sebagai konsekwensi logis
dari teori kontrak sosial (social contract argument) dan teori
solidaritas sosial (social solidarity argument).*’

' Philipus M. Hadjon. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Inndonesia. (Surabaya : Bina
IImu. 2007), him. 2.

18R, Soeroso. 2002, Op. Cit. him. 35.

"Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan
Kejahatan, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), him. 54
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Perlindungan mempunyai arti sebagai suatu perbuatan, dalam hal
melindungi, misalnya memberikan perlindungan kepada orang-orang lemah.
Definisi tentang hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang berisi
perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib masyarakat
dan karenanya masyarakat harus menaatinya. Dengan adanya hukum diharapkan
tercipta suatu kondisi masyarakat yang aman dan tertib sebagai satu kesatuan

dalam negara.

2.1.2  Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah
perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi ; pertolongan (penjagaan dan
sebagainya).’® Berdasarkan pengertian itu seseorang berhak mendapatkan
perlindungan dan melindungi orang lain. Perlindungan hukum tercermin dari
berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau
ditegakkannya hukum tersebut. Jika dilihat dari pengertian dan pemahaman
terhadap perlindungan hukum diatas maka dapat diketahui unsur-unsur
perlindungan hukum vyaitu :

1. Hukum tersebut merupakan sarana bagi siapa saja, artinya bahwa
siapa saja yang haknya dilanggar dalam hidup bermasyarakat
maka ia dapat mengajukan agar orang lain yang telah melakukan
pelanggaran tersebut untuk ditindak oleh hukum itu,

2. Orang yang terbukti bersalah secara hukum tersebut dikenai
sanksi yang telah ditentukan oleh hukum,

3. Asas kesamaan hukum (rechtsgleichheit) yaitu hukum dituntut
sesuai dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat,

4. Tujuan dari hukum itu adalah untuk menciptakan dan
mempertahankan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat,

5. Tidak adanya kesewenang-wenangan pihak yang mempunyai
kekuasaan atau kesewenangan atas hukum tersebut.™

Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam makna perlindungan
hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dilihat adanya suatu

perlindungan hukum. Apabila unsur-unsur tersebut tidak tercermin maka dapat

8 W.J.S. Poerwadarminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia. (Jakarta : Balai Pustaka,
1999), him 600.

¥ Sri Soemantri. Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia. (Bandung : Alumni,
2002), him. 15.
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dipertanyakan akan terwujudnya perlindungan hukum dan kepastian dari hukum
itu, juga tujuan hukum itu sendiri. Kehadiran hukum dalam masyarakat di
antaranya ialah untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan-
kepentingan yang bisa berbenturan satu sama lain, sehingga bisa ditekan sekecil-
kecilnya benturan itu. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan dilakukan

dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.

2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum

Pada dasarnya setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum.
Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa terkecuali.
Perlindungan hukum harus sejalan dengan tujuan hukum secara umum, yaitu
untuk menegakkan keadilan, sehingga ketertiban dan ketentraman masyarakat
dapat diwujudkan. Hukum ditempatkan sebagai institusi sosial yang memiliki
fungsi vital dalam kehidupan sosial. Roscue Pounds menyebutkan bahwa :

Hukum itu adalah keseimbangan kepentingan, bahwa : hukum itu
adalah menata kepentingan-kepentingan yang ada dalam
masyarakat. Kepentingan-kepentingan tersebut harus ditata
sedemikian rupa agar tercapai keseimbangan yang proporsional.
Perlindungan hukum pada akhirnya mewujudkan keseimbangan
kepentingan dalam masyarakat. 2°

Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat aneka macam hubungan
antara anggota masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan-
kepentingan anggota masyarakat itu. Keanekaragaman hubungan tersebut
membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat
menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi
kekacauan dalam masyarakat.”* Hukum sebagai norma merupakan petunjuk
untuk kehidupan. Manusia dalam masyarakat, hukum menunjukkan mana yang
baik dan mana yang tidak. Hukum juga memberikan petunjuk apa yang harus
diperbuat dan mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatu dapat berjalan
tertib dan teratur. Kesemuanya ini dimungkinkan karena hukum mempunyai

sifat dan watak mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri

% Roscue Pounds dalam Bernard L. Tanya, Teori Hukum ; Strategi Tertib Manusia
Lintas Ruang dan Generasi, (Surabaya : Kita Pustaka, 2006), him.36

2L Alfi Fahmi Adicahya. Mengenal Hukum di Indonesia. (Jakarta : Bina Pustaka
Utama Press. 2001). him. 40
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memerintah dan melarang. Begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu
ditaati anggota nasyarakat. 2* Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur
dalam perhubungan anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan
terdapatnya keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat.

Dalam hubungannya manusia yang satu dengan yang lain tak boleh
bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan
berlaku dalam masyarakat. Begitu pula peraturan-peraturan hukum yang ada
harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan masyarakat
agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh
seluruh anggota masyarakat.? Menurut Subekti “hukum tidak hanya mencari
keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain,
akan tetapi juga untuk mendapat keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut
dengan “ketertiban” atau “kepastian hukum”. Dengan demikian, hukum itu
bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu
harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat
itu.?* Dalam masyarakat terdapat beraneka warna hukum, kebiasaan, peraturan
agama, tradisi, peraturan, perkumpulan yang kesemuanya itu dalam beberapa hal
membatasi tindak tanduk manusia dan mengatasi hasrat hatinya yang sejati.
Keinginan-keinginan dan cita-citanya sampai tingkat tertentu disesuaikan

dengan jaring-jaring pengawasan yang kompleks ini.

2.2 Lembaga Penjamin Simpanan
2.2.1 Sejarah dan Pengertian Lembaga Penjamin Simpanan

Pada Pertengahan tahun 1997, di Indonesia terjadi krisis moneter di mana
salah satu sektor yang paling parah terkena imbasnya adalah sektor perbankan.
Untuk mengatasi krisis tersebut, salah satu kebijakan yang diambil oleh
Pemerintah adalah mencabut izin usaha 16 bank swasta, yang selanjutnya
disebut dengan Bank Dalam Likuidasi (BDL), kemudian ditindaklanjuti dengan

pembubaran badan hukum bank tersebut melalui proses likuidasi bank.Likuidasi

% Ibid. him. 54
% Philipus M. Hadjon. Op. Cit. him 40
2 Ibid.
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16 bank swasta nasional tersebut ternyata membwa dampak yang sangat luas
dikalangan masyarakat. Peristiwa ini membuat panik masyarakat, sehingga
menyebabkan runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional
terutama kepada kelompok bank swasta nasional dengan ditandai terjadinya
penarikan dana secara besar-besaran dan signifikan.

Tidak sedikit masyarakat kemudian menarik dananya di bank, sebagian
memang ada yang memindahkannya ke bank lain, terutama bank pemerintah,
karena dianggap lebih aman. Namun ada juga yang disimpan di dalam safe
deposit box sehingga menjadi dana mati yang tidak berputar. Untuk
meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, maka pada
tahun 1998 Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan jaminan atas
dana nasabah atau kewajiban pembayaran oleh bank, termasuk simpanan
masyarakat yang berupa penjaminan 100 persen (blanket guarantee). Dari
sinilah sejarah terbentuknya Lembaga Penjamin Simpanan dimulai. Pemerintah
mulai mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang
Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keppres Nomor
193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank
Perkreditan Rakyat.

Seiring dengan mulai pulihnya kepercayaan masyarakat untuk
menyimpan dananya di bank, maka Pemerintah mulai menyiapkan langkah
untuk keluar dari program penjaminan perbankan oleh Pemerintah dengan
membentuk suatu lembaga untuk melaksanakan sistem penjaminan yang lebih
permanen.Tahun 2004 industri perbankan ditandai dengan mulai dihapuskannya
program penjaminan yang populer dengan sebutan blanket guarantee dan diganti
dengan sistem penjaminan yang lebih permanen. Secara bertahap program
tersebut  dikurangi cakupannya dan diturunkan jumlah  maksimal
yangdijaminkan. Blanket Guarantee merupakan kebijakan sementara yang
diberlakukan pemerintah sejak Tahun 1998 yang didasarkan pada Keputusan
Presiden Nomor 26 Tahun 1998.

% Zulkarnain Sitompul, Problematika Perbankan, (Bandung : Books Terrace & Library,
2005), him. 315
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Program penjaminan tersebut pada saat itu dilaksanakan oleh
Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang sudah
berakhir masa kerjanya di Tahun 2004.Berakhirnya masa kerja
BPPN membuka kesempatan Lembaga Penjamin Simpanan
(selanjutnya disebut LPS) yang diamanatkan dalam Pasal 37B
Undang-Undang Perbankan, yang menetapkan bahwa setiap bank
wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang
bersangkutan, untuk segera dibentuk. Dengan dikeluarkannya
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga
Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut Undang-Undang LPS)
menandakan sudah dibentuknya secara resmi suatu lembaga tetap
yang bertugas untuk menjamin keamanan dana nasabah dibank.
Terhitung sejak tanggal 22 september 2005 LPS telah beroperasi
dan Pemerintah telah mengangkat anggota Dewan Komisioner
Lembaga Penjamin Simpanan melalui Keputusan Presiden Nomor
161/M Tahun 2005.%°

Adanya lembaga penjamin simpanan nasabah, maka Bank Sentral di
Indonesia dapat membatasi bantuannya kepada lembaga perbankan, khususnya
dalam hal penjaminan dana para nasabah penyimpan dana/deposan. Kemudian,
dengan adanya lembaga penjamin simpanan nasabah tersebut dapat memberikan
rasa tanggung jawab yang lebih besar kepada para pemilik dan pengelola bank,
karena bank-bank yang dikelolanya harus selalu likuid dan selalu dijaga tingkat
kesehatannya, yang semuanya bertumpu pada etika dan moral dari para pemilik
dan pengelola bank tersebut.

Amanat untuk membentuk LPS telah ditindaklanjuti dengan
intensif oleh ~ Pemerintah dan dilaksanakan bersama oleh
Departemen Keuangan, Badan Penyehatan Perbankan Nasional
(BPPN), dan Bank Indonesia. Bahkan rancangan Undang-Undang
(RUU) mengenai LPS telah diserahkan pemerintah kepada DPR
menjelang akhir tahun 2003. Hal ini menunjukkan bahwa LPS
sangat diperlukan dalam upaya menopang sistem perbankan.
Karena itulah sistem perbankan yang merupakan simpul terlemah,
diperlukan adanya keberadaan LPS. Dengan demikian LPS harus
dipandang sebagai salah satu pilar dalam mendukung peningkatan
stabilitas sistem keuangan tersebut. Pilar yang lain mencakup
pengaturan dan pengawasan bank, lender of last resort, sistem
pembayaran dan dukungan fiskal.?’

?® Ibid, him.316
27 Adrian Sutedi, Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi,
dan Kepailitan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), him. 131
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Berdasarkan Undang-Undang LPS sebagaimana dimuat dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96 dan Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4420, LPS adalah lembaga yang independen,
transparan dan akuntabel, melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung
jawab kepada Presiden yang mempunyai fungsi menjamin simpanan nasabah
penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai
dengan kewenangannnya. Untuk itu ketentuan di dalam Undang-Undang LPS
harus dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yakni menjamin simpanan nasabah
penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai

dengan kewenangannya.

2.2.2 Fungsi, Tugas dan Peranan Lembaga Penjamin Simpanan
Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan dapat dilihat dalam ketentuan Pasal
4 Undang-undang LPS adalah :
a) Menjamin simpanan nasabah penyimpan.
b) Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan
kewenangannnya.

Fungsi menjamin simpanan nasabah sebagaimana dimaksud dalam dalam
ketentuan Pasal 4 huruf a Undang-Undang LPS di atas tidak terlepas dari sejarah
pendirian LPS yang pada dasarnya dilakukan sebagai upaya memberikan
perlindungan terhadap dua risiko yaitu irrational run terhadap bank dan systemic
risk. Dalam menjalankan usaha bank biasanya hanya menyisakan sebagian kecil
dari simpanan yang diterimanya untuk berjaga-jaga apabila ada penarikan dana
oleh nasabah. Sementara, bagian terbesar dari simpanan yang ada dialokasikan
untuk pemberian kredit. Keadaan ini menyebabkan perbankan tidak dapat
memenuhi permintaan dalam jumlah besar dengan segera atas simpanan nasabah
yang dikelolanya, bila terjadi penarikan secara tiba-tiba dan dalam jumlah besar.

Tugas Lembaga Penjamin Simpanan dapat dilihat dalam ketentuan Pasal
5 ayat (1) dan (2) Undang-undang LPS yang menyebutkan bahwa :

1) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a,

LPS mempunyai tugas :
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Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan
simpanan.

Melaksanakan penjaminan simpanan.

2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b,

LPS mempunyai tugas sebagai berikut :

a)

b)

c)

dilihat

Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif
memelihara stabilitas sistem perbankan.

Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian
Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik.

Melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.
Selanjutnya terkait wewenang Lembaga Penjamin Simpanan dapat
dalam ketentuanPasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang LPS yang

menyebutkan bahwa :

1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,

LPS mempunyai wewenang sebagai berikut :

a)
b)

c)
d)

9)

h)

Menetapkan dan memungut premi penjaminan.

Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama Kali
menjadi peserta

Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS.

Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan
keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak
melanggar kerahasiaan bank.

Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data tersebut
pada angka 4.

Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim.
Menunjuk, menguasakan, dan/atau menugaskan pihak lain untuk
bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan
sebagian tugas tertentu.

Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan
simpanan.

Menjatuhkan sanksi administratif.
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2) LPS dapat melakukan penyelesaian dan penanganan Bank Gagal dengan
kewenangan :

a) Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang
saham, termasuk hak dan wewenang RUPS;

b) Menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Gagal yang
diselamatkan;

c) Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap
kontrak yang mengikat Bank Gagal yang diselamatkan dengan pihak
ketiga yang merugikan bank; dan

d) Menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur
dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur.

Lembaga Penjamin Simpanan didirikan berdasarkan Undang-Undang
LPS yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan (dalam bentuk
giro, deposito, sertifikat desposito dan tabungan atau bentuk lainnya atau yang
dipersamakan dengan itu). Lembaga Penjamin Simpanan juga harus turut aktif
dalam memelihara stabilitas sistem perbankan nasional. Untuk itu, lembaga
penjamin simpanan memiliki kewenangan antara lain untuk menetapkan dan
memungut premi penjaminan dari bank-bank (yang dikumpulkan menjadi dana
lembaga penjamin simpanan). Dengan pembayaran premi yang dilakukan oleh
bank peserta penjaminan kepada Lembaga Penjamin Simpanan, maka dalam
herjadi pencabutan izin usaha dan likuidasi bank, pelaksanaan kewajiban bank
terhadap nasabah atas simpanannya beralih menjadi tanggung jawab Lembaga

Penjamin Simpanan.

2.3 Bank
2.3.1 Pengertian dan Fungsi Bank

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan
dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan
menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Kata bank berasal dari
bahasa Italia banca berarti tempat penukaran uang.’® Menurut ketentuan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan

%8 Kasmir. Manajemen Perbankan. (Jakarta:Rajawali Press.2000), him.2
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usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk
lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Industri
perbankan telah mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir.
Industri ini menjadi lebih kompetitif karena deregulasi peraturan. Saat ini, bank
memiliki fleksibilitas pada layanan yang mereka tawarkan, lokasi tempat mereka
beroperasi, dan tarif yang mereka bayar untuk simpanan deposan.

Beberapa pengertian bank yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain
sebagai berikut : %

Macleod, tugas bank adalah menciptakan kredit, sedangkan bankir
adalah pengusaha yang membeli uang dan peminjam dengan cara
menciptakan pinjaman lainnya. R.G. Hawtery, pengusaha bank
adalah pedagang yang mengadakan transaksi kredit, yang berupa
penerimaan dan pengeluaran kredit. A. Hann, tugas bank terletak

pada pemberian pinjaman dengan cara menciptakan pinjaman dari

simpanan yang dipercayakan.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan,
bahwa usaha perbankan meliputi tiga Kkegiatan, yaitu menghimpun
dana,menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan
menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan
memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan
menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan giro, tabungan, dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa
yang menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat.
Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat.
Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran
kegiatan utama tersebut. Beberapa manfaat perbankan dalam kehidupan : *

Model investasi, yang berarti, transaksi derivatif dapat dijadikan sebagai
salah satu model berinvestasi, walaupun pada umumnya merupakan jenis

investasi jangka pendek (yield enhancement).

2 http:bii.co.id/2013/04/pengertian-dan-jenis-jenis-bank.html diakses 6 Desember 2015
% Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta : Raja Grafindo Persada,
2009), him.45
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1. Sebagai cara lindung nilai, yang berarti, transaksi derivatif dapat
berfungsi sebagai salah satu cara untuk menghilangkan risiko dengan
jalan lindung nilai (hedging), atau disebut juga sebagai risk management.

2. Informasi harga, yang berarti, transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai
sarana mencari atau memberikan informasi tentang harga barang
komoditi tertentu dikemudian hari (price discovery)

3. Fungsi spekulatif, yang berarti, transaksi derivatif dapat memberikan
kesempatan spekulasi (untung-untungan) terhadap perubahan nilai pasar
dari transaksi derivatif itu sendiri.

4. Fungsi manajemen produksi berjalan dengan baik dan efisien, yang
berarti, transaksi derivatif dapat memberikan gambaran kepada
manajemen produksi sebuah produsen dalam menilai suatu permintaan
dan kebutuhan pasar pada masa mendatang.

Terlepas dari fungsi-fungsi perbankan (bank) yang utama atau
turunannya, maka yang perlu diperhatikan untuk dunia perbankan, ialah tujuan
secara filosofis dari eksistensi bank di Indonesia. Hal ini sangat jelas tercermin
dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menjelaskan,
”Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional
dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas
nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”. Meninjau lebih
dalam terhadap kegiatan usaha bank, maka bank (perbankan) Indonesia dalam
melakukan usahanya harus didasarkan atas asas demokrasi ekonomi yang
menggunakan prinsip kehati-hatian. Hal ini karena secara filosofis bank
memiliki fungsi makro dan mikro terhadap proses pembangunan bangsa.

2.3.2 Bentuk-Bentuk Bank

Dalam praktiknya, di Indonesia terdapat beberapa jenis perbankan.
Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, perbankan di
Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan
menggunakan prinsip kehati-hatian, sehingga fungsi utama perbankan di
Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Adapun
jenis perbankan dewasa ini dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu segi fungsi,
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kepemilikan, status, dan cara menentukan harga. Menurut Pasal 1 ayat (2) dan
(3) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, jenis bank
menurut fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Bank umum, yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran.

2. Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang melaksanakan kegiatan
usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam
kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Jenis bank berdasarkan kepemilikannya dapat dibedakan menjadi 5
(lima) bentuk, sebagai berikut : **

1. Bank milik pemerintah
Bank milik pemerintah merupakan bank yang akte pendiriannya maupun
modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga
keuntungannya dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank milik
pemerintah adalah Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank
Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Tabungan Negara (BTN). Contoh
bank milik pemerintah daerah antara lain Bank DKI, Bank Jabar, Bank
Jateng, Bank Jatim, Bank DIY, Bank Riau, Bank Sulawesi Selatan, dan
Bank Nusa Tenggara Barat

2. Bank milik swasta nasional
Bank milik swasta nasional merupakan bank yang seluruh atau sebagian
besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, sehingga keuntungannya
menjadi milik swasta pula. Contoh bank milik swasta nasional antara lain
Bank Central Asia, Bank Lippo, Bank Mega, Bank Danamon, Bank
Bumi Putra, Bank Internasional Indonesia, Bank Niaga, dan Bank
Universal.

3. Bank milik koperasi
Bank milik koperasi merupakan bank yang kepemilikan saham-
sahamnya oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh bank

milik koperasi adalah Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin).

1 http:bii.co.id/2013/04/pengertian-dan-jenis-jenis-bank.html diakses 6 Desember 2015
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4. Bank milik asing

Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri,
atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pihak asing (luar negeri). Contoh
bank milik asing antara lain ABN AMRO Bank, American Express
Bank, Bank of America, Bank of Tokyo, Bangkok Bank, City Bank,
Hongkong Bank, dan Deutsche Bank

Bank milik campuran

Bank milik campuran merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh
pihak asing dan pihak swasta nasional dan secara mayoritas sahamnya
dipegang oleh warga Negara Indonesia. Contoh bank campuran adalah
Bank Finconesia, Bank Merincorp, Bank PDFCI, Bank Sakura
Swadarma, Ing Bank, Inter Pacifik Bank, dan Mitsubishi Buana Bank.

Jenis bank dilihat dari segi statusnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) bentuk

bank, sebagai berikut : *?

1. Bank devisa

Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar
negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara
keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri,
travellers cheque, dan pembayaran L/C. Persyaratan untuk menjadi bank
devisa ditentukan oleh Bank Indonesia.

Bank nondevisa

Bank nondevisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk
melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat
melaksanakan transaksi yang berhubungan dengan luar negeri.

Dilihat dari segi cara menentukan harga, bank dibagi menjadi 2 (dua)

bentuk yaitu :

1.

Bank yang berdasarkan prinsip konvensional (Barat)
Hampir semua bank yang ada di Indonesia berdasarkan prinsip kerja
konvensional. Bank konvensional mendapatkan keuntungan dengan cara

menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk simpanan seperti giro,

32
33

Ibid
Ibid
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tabungan maupun deposito. Harga untuk pinjaman (kredit) juga

ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga. Sedangkan penetapan

keuntungan untuk jasa bank lainnya ditetapkan biaya dalam nominal atau
persentase tertentu.
2. Bank yang berdasarkan prinsip syariah (Islam)

Perbedaan pokok antara bank konvensional dengan bank syariah terletak

pada landasan falsafah yang dianut. Bank syariah tidak melaksanakan

sistem bunga, sedangkan bank konvensional dengan sistem bunga. Bagi
bank syariah penentuan harga atau pencarian keuntungan didasarkan
pada prinsip bagi hasil.

Dalam menjalankan fungsinya bank harus memperhatikan adanya
likuiditas, artinya kemampuan bank untuk melunasi kewajiban sewaktu-waktu
atau saat jatuh tempo atau dapat melunasinya dalam jangka pendek. Selain itu
perlu diperhatikan juga adanya solvabilitas, artinya kemampuan bank untuk
memenuhi seluruh kewajibannya bila bank tersebut bubar, atau dapat
melunasinya dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Lebih lanjut adalah
adanya rentabilitas, artinya kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan
atau laba agar dapat terjaga kontinuitasnya dan yang trakhir adalah soliditas,
artinya kemampuan bank untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat,
sehingga menunjukkan bahwa bank tersebut dalam kondisi sehat. Berdasarkan
hal tersebut di atas sudah selayaknya apabila nasabah penyimpan dana memiliki
suatu perlindungan hukum terhadap dana yang disimpannya, terlebih ketika

terjadi likuidasi atau pencabutan izin usaha suatu bank.

2.4 Nasabah Bank
2.4.1 Pengertian Nasabah Bank

Pengertian nasabah menurut Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Perbankan
adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Adapun jenis nasabah menurut
Undang-Undang Perbankan ialah : pertama, nasabah penyimpan dana adalah
nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan
berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Kedua,
nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau
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pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu

berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan,
jenis dana yang dapat dihimpun oleh bank melalui perjanjian penyimpanan dana
bisa berbentuk :

1) Giro, menurut Undang-Undang Perbankan Pasal 1 butir 6 giro adalah
simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan
menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau
dengan pemindahbukuan.

2) Deposito, menurut Undang-Undang Perbankan Pasal 1 butir 7 deposito
adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu
tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

3) Sertifikat Deposito, menurut Undang-Undang Perbankan Pasal 1 butir 8
sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat
bukti penyimpannya dapat dipindahtangankan.

4) Tabungan, menurut Undang-Undang Perbankan Pasal 1 butir 9 tabungan
adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat
tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro,
dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Pada prinsipnya, nasabah perlu mendapatkan perlindungan terhadap dana
yang disimpannya di bank. Perlindungan hukum nasabah penyimpan dana
adalah perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau
hukum positif yang berlaku bagi nasabah penyimpan dana. Perlindungan hukum
bagi nasabah penyimpan dana bertujuan untuk melindungi kepentingan dari
nasabah penyimpan dan simpanannya yang disimpan di suatu bank tertentu

terhadap suatu resiko kerugian.

2.4.2 Hubungan Hukum Nasabah Penyimpan Dana dengan Bank
Hubungan hukum antara nasabah penyimpan dana dengan bank adalah

hubungan kontraktual, yakni hubungan yang berdasarkan suatu kontrak yang

dibuat antara nasabah penyimpan dana sebagai kreditur (pemberi dana) dan bank

sebagai debitur (peminjam dana). Hukum perdata yang melandasi hubungan
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hukum tersebut adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
atau Burgelijk Wetboek, terutama Buku Ketiga tentang Perikatan dan tentang
Pinjam-Meminjam. Pada Pasal 1320 KUH Perdata, bahwa suatu hubungan
hukum/perikatan yang terbentuk antara nasabah dan bank hanya dapat dikatakan
sah apabila telah memenuhi prinsip kesetaraan, kesukarelaan, kebebasan dan
prinsip universal. **

Dalam hal prinsip kesetaraan, antara nasabah penyimpan dana dan bank
kedudukannya tidak setara, hal ini dapat dilihat dari keberadaan formulir
perjanjian baku dalam penyimpanan dana yang disusun secara sepihak oleh
bank. Dalam formulir standar/baku tersebut telah dimuat berbagai persyaratan
baku di mana calon nasabah penyimpan dana hanya dapat memilih menerima
atau tidak menerima ketentuan-ketentuan perjanjian penyimpanan dana yang
telah diatur sepihak oleh pihak bank. Nasabah penyimpan dana menjadi pihak
yang lemah dalam hubungannya dengan pihak bank. Pihak penyimpan dana
tidak memegang jaminan apapun dari pihak bank, hanya berdasarkan pada
kepercayaan. Terlebih apabila bank yang dipilihnya ternyata dilikuidasi, nasabah
penyimpan dana akan berada di pihak yang sangat lemah, karena tagihannya
kepada bank bukan tagihan yang diutamakan pemenuhannya.

Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang LPS yang
menyebutkan bahwa, pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari
hasil pencairan dan/atau penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53
dilakukan dengan urutan sebagai berikut :

a) Pengantian atas talangan pembayaran gaji pegawai yang terutang;

b) Pengantian atas pembayaran talangan pesangon pegawai;

c) Biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, dan biaya
operasional kantor d. Biaya penyelamatan yang dikeluarkan oleh LPS
dan/atau pembayaran atas klaim penjaminan yang harus dibayar oleh
LPS;

d) Pajak yang terutang;

¥ Widjanarto, Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia, (Jakarta : Pustaka Utama
Grafiti, 2004), him.45
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e) Sebagian simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dibayarkan
penjaminannya dan simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak
dijamin;dan

f) Hak dan kreditur lainnya.

Adanya kedudukan nasabah yang tidak seimbang dan setara akibat
pemberlakuan perjanjian baku yang dibuat sepihak oleh pihak bank,
ketidaksetaraan risiko antara nasabah penyimpan dana dengan pihak bank, dan
tagihan simpanan nasabah kepada bank yang dilikuidasi bukanlah tagihan
preferen yang diutamakan pemenuhannya, maka sudah sewajarnya apabila

nasabah penyimpan dana perlu dilindungi secara hukum.

2.5 Likuidasi Bank
2.5.1 Pengertian Likuidasi Bank

Likuidasi dalam bahasa Inggris adalah winding up atau liquidation.
Likuidasi perusahaan adalah suatu tindakan untuk membubarkan, menutup atau
menghentikan semua kegiatan dari suatu perusahaan dan membereskannya serta
membagi-bagikan aktiva tersebut pada pihak kreditur dan pemegang saham.
Likuidasi merupakan proses atau cara akibat terjadinya pembubaran atau
perubahan terhadap perusahaan yang mengalami kerugian yang sangat besar
jumlahnya dan tidak mampu untuk membayar segala kerugian tersebut, sehingga
perusahaan tersebut dengan terpaksa memberhentikan untuk sementara waktu
kegiatan dan kinerja perusahaannya agar tidak menimbulkan risiko-risiko yang
mungkin saja dapat terjadi, Risiko merupakan aspek utama dari kehidupan
manusia pada umumnya dan merupakan faktor penting dalam dunia bisnis.
Risiko merupakan kemungkinan penyimpangan harapan yang tidak
menguntungkan, yaitu ketidakpastian suatu peristiwa yang tidak diinginkan.*

Terkait proses penyelamatan sebuah bank, tidak menutup kemungkinan
berakhir dengan pencabutan ijin usaha bank atau likuidasi. Dalam Undang-
Undang LPS sendiri telah mengatur mengenai likuidasi. Yang pertama likuidasi

Bank Gagal oleh LPS dan yang kedua adalah likuidasi bank oleh pemegang

% http://www.hukumperseroanterbatas.com/tag/likuidasi-perusahaan/ diakses pada tanggal 14
Desember 2015
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saham. Pelaksanaan likuidasi bank dilakukan oleh tim likuidasi. Anggota tim
likuidasi sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang. Dalam hal diperlukan, salah
satu anggota direksi, dewan komisaris, atau pemegang saham lama dapat
ditunjuk sebagai anggota tim likuidasi. Dengan terbentuknya tim likuidasi
tanggung jawab dan kepengurusan bank dalam likuidasi dilaksanakan oleh tim
likuidasi. Dalam melaksanakan tugasnya, tim likuidasi berwenang mewakili
bank dalam likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dalam penyelesaian hak
dan kewajiban bank tersebut.

Sejak terbentuknya tim likuidasi, direksi dan dewan komisaris bank
dalam likuidasi menjadi non aktif. Pemegang saham, direksi, dan dewan
komisaris serta pegawai dan mantan pegawai bank dalam likuidasi berkewajiban
untuk setiap saat membantu memberikan segala data dan informasi yang
diperlukan oleh tim likuidasi.

Pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris serta pegawai bank
dalam likuidasi dilarang secara langsung atau tidak langsung menghambat
proses likuidasi. Pelaksanaan likuidasi bank oleh tim likuidasi wajib diselesaikan
dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal
pembentukan tim likuidasi dan dapat diperpanjang oleh LPS paling banyak 2
(dua) kali masing-masing paling lama 1 (satu) tahun. Pengawasan atas
pelaksanaan likuidasi bank dilakukan oleh LPS, apabila terdapat sengketa dalam
proses likuidasi maka diselesaikan melalui Pengadilan Niaga sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas, dan wewenangnya, anggota
tim likuidasi secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang melakukan
tindakan untuk keuntungan diri sendiri atau pihak lain yang tidak berhak.
Apabila anggota Tim Likuidasi melakukan pelanggaran terhadap tugas dan
wewenangnya maka anggota Tim Likuidasi harus bertanggungjawab secara

pribadi.

2.5.2 Manajemen dan Pengelolaan Likuiditas Bank

Pengelolaan likuiditas bank juga merupakan bagian dari pengelolaan
leabilitas (liability management). Melalui pengelolaan likuiditas yang baik, bank
dapat memberikan keyakinan pada para penyimpan dana bahwa mereka dapat


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

29

mengambil dananya sewaktu-waktu atau pada saat jatuh tempo. Oleh karena itu
bank harus mempertahankan sejumlah alat likuid guna memastikan bahwa bank
sewaktu-waktu dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya.*®

Dalam likuiditas terdapat dua resiko yaitu resiko ketika kelebihan dana
dimana dana yang ada dalam bank banyak yang idle, hal ini akan menimbulkan
pengorbanan tingkat bunga yang tinggi. Kedua resiko ketika kekurangan dana,
akibatnya dana yang tersedia untuk mencukupi kebutuhan kewajiban jangka
pendek tidak ada. Dan juga akan mendapat pinalti dari bank sentral. Kedua
keadaan ini tidak diharapkan oleh bank karena akan mengganggu Kinerja
keuangan dan kepercayaan masyarkat terhadap bank tersebut. Jadi dapat
disimpulkan bahwa ketika bank mengharapkan keuntungan yang maksimal akan
beresikopada tingkat likuiditas yang rendah atau ketika likuiditas tinggi berarti
tingkat keuntungan tidak maksimal.disini tearjadi konflik kepentingan antara
mempertahankan likuiditas yang tinggi dan mencari keuntungan yang tinggi.
Pengelolaan likuiditas sangat penting bagi bank terutama untuk mengatasi resiko
likuiditas yang disebabkan oleh dua hal diatas.

Untuk menjaga agar resiko likuiditas ini tidak terjadi kebijakan
manajemen likuiditas yang dapat dilakukan antara lain dengan menjaga asset
jangka pendek, seperti kas, pada umumnya likuiditas bank ditentukan oleh
adanya beberapa faktor :*’

a) Kewajiban reserve yang ditetapkan otoritas moneter atau bank sentral.

b) Tipe-tipe dana yang ditarik oleh bank.

c) Komitmen nasabah atau pihak lain untuk memberikan fasilitas
pembiayaan atau melakukan investasi.

Likuiditas adalah berhubungan dengan masalah kemampuan suatu
perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi.
Jumlah alat-alat pembayaran (alat likuid) yang dimiliki oleh suatu perusahaan
pada suatu saat merupakan kekuatan membayar dari perusahaan yang

bersangkutan. Suatu perusahaan yang mempunyai kekuatan membayar belum

% https://fadlyknight.wordpress.com/2011/10/08/manajemen-likuiditas-bank/ diakses
pada tanggal 9 Januari 2016

" Bambang Riyanto, Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan, (Yogyakarta : BPFE,
2001), him.25
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tentu dapat memenuhi segala kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi
atau dengan kata lain perusahaan tersebut belum tentu memiliki kemampuan
membayar. Kemampuan membayar baru terdapat pada perusahaan apabila
kekuatan membayar-nya adalah demikian besarnya sehingga dapat memenuhi
semua kewajiban finansiilnya yang segera harus dipenuhi. Dengan demikian
maka kemampuan membayar itu dapat diketahui setelah membandingkan
kekuatan membayar-nya di satu pihak dengan kewajiban-kewajiban finansiilnya
yang segera harus dipenuhi di lain pihak.
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BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan
Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan dapat diambil
beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Lembaga Penjamin
Simpanan (LPS) terhadap kepentingan nasabah penyimpan dana atas bank
yang mengalami likuidasi, bahwa dalam hubungan non-kontraktual
bahwasanya hubungan antara bank dengan nasabah didasarkan karena
adanya hubungan perjanjian berikut peraturan perundang-undangan yang
mengaturnya. Dengan demikian bahwa hubungan hukum antara bank dan
nasabah lahir dari suatu perikatan yang bersumber dari undang-undang,
sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak juga diatur dalam
ketentuan undang-undang. Salah satu kewajiban bank dalam hubungan
hukum tersebut adalah kewajiban bank untuk menjamin dana nasabah
penyimpan dana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 37 B Undang
Undang Perbankan, yang mempunyai tujuan agar simpanan nasabah dapat
dikembalikan, apapun yang terjadi pada bank tersebut suatu saat, salah
satunya karena bak mengalami likuidasi. Dengan demikian pengembalian
dana nasabah penyimpan dana, merupakan hak nasabah dimana dalam hal ini
bank mempunyai kewajiban untuk menjamin dana tersebut secara baik dan
aman. Hak dan kewajiban antara nasabah penyimpan dana dan bank tersebut
difasilitasi pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004
tentang Lembaga Penjamin Simpanan untuk memberikan keamanan
masyarakat Indonesia dalam berinvestasi melalui lembaga keuangan dan
perbankan.

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan nasabah apabila dana yang disimpan di
bank terlikuidasi apabila dana yang diinvestasikan di bank yang dilikuidasi
tidak dikembalikan adalah dengan gugatan secara perdata. Hubungan bank
dan nasabah adalah hubungan perjanjian bahwasanya nasabah penyimpan

dana menginvestasikan uangnya dalam tabungan dan sebaliknya bank wajib


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

S7

untuk menyimpan dana tersebut termasuk memberikan jaminan keamanan
terhadap dana nasabah penyimpan dana termasuk apabila bank tersebut

mengalami likuidasi.

4.2 Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan
kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan saran
sebagai berikut :

1. Dalam masalah perlindungan terhadap nasabah mengenai likuidasi suatu
bank telah diantisipasi oleh pihak bank sendiri melalui perlindungan yang
berupa hak implisit dan hak eksplisit dimana keduanya sudah dijelaskan
diatas dan di atur oleh Undang Undang Perbankan dan juga dalam
menghadapi eraglobalisasi saat ini apalagi isu-isu yang terjadi saat ini
pemerintah Indonesia seharusnya sudah mengatasi masalh tersebut melalui
sebuah wadah system yang berupa aturan perundang-undangan sehingga
para nasabah merasa terjamin dan percaya atas sisitem perbankan nasional
dan satu permasalahan lagi yaitu masalah kerahasian bank harus diperhatikan
secara serius karena dia merupakan jiwa / ruh perbankan. Dan ada jaminan
dari bank terhada para nasabah ketika bank mengalami kesulitan untuk
mengembalikan dana para nasabah ketika bank tersebut mengalami
likuid./bangkrut. Dan juga adanya prinsip keharmonisasian antara pihak
bank dengan pihak para nasabah sehingga tidak saling kecurugaan antar
keduanya.

2. Penjaminan simpanan nasabah bank yang selama ini dilakukan melalui
program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan telah secara nyata dapat
memelihara kepercayaan masyarakat pada industri perbankan pasca Kkrisis
1998. Namun, dengan adanya krisis keuangan global saat ini perlu dilakukan
antisipasi agar tidak terjadi penarikan dana perbankan secara besar-besaran
akibat menurunnya kepercayaan masyarakat atas jaminan keamanan uang

yang disimpannya.
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Menimbang

MENJADI UNDANG-UNDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa sehubungan dengan telah terjadi krisis
keuangan secara global yang mempengaruhi
stabilitas sistem keuangan nasional termasuk
perbankan, diperlukan upaya untuk menjaga
kepercayaan masyarakat terhadap perbankan;

bahwa dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan belum
mengatur bahwa ancaman krisis yang berakibat
merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap
perbankan dan membahayakan stabilitas keuangan
sebagai salah satu kriteria untuk merubah nilai
simpanan yang dijamin;

bahwa krisis keuangan secara global yang
mempengaruhi stabilitas sistem keuangan nasional
termasuk perbankan yang dapat berakibat
merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap
perbankan telah menunjukkan suatu keadaan
kegentingan yang memaksa, sehingga Presiden telah
menetapkan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan,;

d. bahwa . ..
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Mengingat

-0 -

bahwa penambahan kriteria ancaman krisis yang
berakibat merosotnya kepercayaan masyarakat
terhadap perbankan dan membahayakan stabilitas
keuangan untuk merubah nilai simpanan yang
dijamin dengan menetapkan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan,
merupakan  langkah tepat untuk  menjaga
kepercayaan masyarakat terhadap perbankan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan
huruf d, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
menjadi Undang-Undang;

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 22 ayat
(1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3790);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4420);

Dengan . . .
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA
PENJAMIN SIMPANAN MENJADI UNDANG-UNDANG.

Pasal 1

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin
Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4902) ditetapkan menjadi Undang-
Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar . ..
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Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan

pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,

SETIO SAPTO NUGROHO
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2009
TENTANG

UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN MENJADI UNDANG-UNDANG

. UMUM

Kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional merupakan salah
satu kunci untuk memelihara stabilitas perbankan. Kepercayaan ini dapat
diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan
pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah bank untuk
meningkatkan kelangsungan usaha bank secara sehat. Kelangsungan usaha
bank secara sehat dapat menjamin keamanan simpanan para nasabahnya
serta meningkatkan peran bank sebagai penyedia dana pembangunan dan
pelayan jasa perbankan.

Penjaminan simpanan nasabah bank yang selama ini dilakukan melalui
program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan telah secara nyata dapat
memelihara kepercayaan masyarakat pada industri perbankan pasca krisis
1998. Namun, dengan adanya krisis keuangan global saat ini perlu
dilakukan antisipasi agar tidak terjadi penarikan dana perbankan secara
besar-besaran akibat menurunnya kepercayaan masyarakat atas jaminan
keamanan uang yang disimpannya.

Salah satu upaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat atas jaminan
keamanan uang yang disimpannya adalah dengan menambahkan ancaman
krisis yang berakibat merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap
perbankan dan membahayakan stabilitas keuangan sebagai salah satu
kriteria untuk merubah nilai simpanan yang dijamin sebagaimana telah
ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Penetapan . . .
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Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004
tentang Lembaga Penjamin Simpanan oleh Presiden berdasarkan Pasal 22
ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak dan hal ihwal
kegentingan yang memaksa merupakan langkah tepat untuk menjaga
kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dalam menghadapi ancaman
krisis keuangan global, sehingga Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan perlu
mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk ditetapkan menjadi
Undang-Undang sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4963
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LAMPIRAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :7TAHUN 2009

TANGGAL : 13 JANUARI 2009

PERATURAN PEMERINTAH

PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004

Menimbang

Mengingat

TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa sehubungan dengan telah terjadi krisis
keuangan secara global yang mempengaruhi
stabilitas sistem keuangan nasional, diperlukan
upaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat
terhadap perbankan;

bahwa dalam rangka menjaga kepercayaan
masyarakat terhadap perbankan dipandang perlu
untuk melakukan perubahan terhadap Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga
Penjamin Simpanan yang mengatur mengenai
kriteria perubahan nilai simpanan yang dijamin;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga
Penjamin Simpanan;

Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...
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Menetapkan

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3790);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4420);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA
PENJAMIN SIMPANAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4420) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Nilai Simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah
pada satu bank paling banyak Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah).

(2) Nilai Simpanan yang dijamin dapat diubah apabila
dipenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagai
berikut:

a. terjadi ...
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a. terjadi penarikan dana perbankan dalam jumlah
besar secara bersamaan;

b. terjadi inflasi yang cukup besar dalam beberapa
tahun;

c. jumlah  nasabah yang dijamin  seluruh
simpanannya menjadi kurang dari 90% (sembilan
puluh per seratus) dari jumlah nasabah
penyimpan seluruh bank; atau

d. terjadi ancaman  krisis yang  berpotensi
mengakibatkan merosotnya kepercayaan
masyarakat terhadap perbankan dan
membahayakan stabilitas sistem keuangan.

(3) Dalam hal situasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a dan huruf d sudah teratasi, besaran nilai
Simpanan yang dijamin dapat disesuaikan kembali.

(4) Perubahan besaran nilai Simpanan yang dijamin
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah dan selanjutnya
dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

(5) Penyesuaian besaran nilai Simpanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah setelah dikonsultasikan
dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan nilai
Simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah
penyimpan pada satu bank sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Lembaga
Penjamin Simpanan.

Pasal II

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini
mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...
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Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengudangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 143

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,

SETIO SAPTO NUGROHO
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II.

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

UMUM

Penjaminan simpanan nasabah bank yang selama ini dilakukan melalui
program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan telah secara nyata dapat
memelihara kepercayaan masyarakat pada industri perbankan pasca krisis
1998. Namun, dengan adanya krisis keuangan global saat ini perlu
dilakukan antisipasi agar tidak terjadi penarikan dana perbankan secara
besar-besaran akibat menurunnya kepercayaan masyarakat atas jaminan
keamanan uang yang disimpannya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka untuk memenuhi kebutuhan yang
sangat mendesak dan hal ihwal kegentingan yang memaksa perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga
Penjamin Simpanan berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini diatur mengenai
tambahan kriteria perubahan besaran nilai simpanan yang dijamin untuk
mengantisipasi dampak dari krisis keuangan global.

PASAL DEMI PASAL

Pasal l
Pasal 11
Ayat (1)

Nilai yang dijamin diharapkan dapat melindungi seluruh
simpanan yang dimiliki oleh nasabah kecil yang merupakan
sebagian besar nasabah bank di Indonesia.

Ayat (2) ...
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Pasal II

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “ancaman krisis yang
berpotensi mengakibatkan merosotnya kepercayaan
masyarakat terhadap perbankan dan membahayakan
stabilitas sistem keuangan” antara lain ditandai
dengan adanya beberapa bank dan/atau lembaga
keuangan bukan bank mengalami kesulitan likuiditas,
atau terjadi gejolak yang dapat berdampak negatif
kepada stabilitas sistem keuangan nasional.
Ayat (3)

Penyesuaian kembali nilai simpanan yang dijamin dapat
dilakukan secara bertahap sesuai dengan tingkat
keseimbangan baru yang terjadi yang memenuhi tujuan
penjaminan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Ketentuan lebih lanjut yang diatur dalam Peraturan Lembaga

Penjamin Simpanan antara lain adalah nilai simpanan dan
perhitungan bunganya, serta hak dan kapasitas nasabah.

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4902
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